
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLII{ INDONESIA
NoMoR 24 TAHUN zorr

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGtrNDALIAN INTtrRN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KEMtrNTDRIAN AGAMA

\lentrnbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG I\TAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLII{ INDONtrSIA.

a. bahwa untuk mencapai pcngelolaran keuangan negara
yang efektif, efrsien, Lrilnspar-an, dan akuntabel
diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan
program pemerintahan;

b. bahwa untuk memberikan }<cyakinan yang memadai
bagi tercapainya efektiviras cian efisiensi dalam
pcrrcapaian tujuan pcn_\.ulerrgtaraan pemerintahan,
keandalan pelaporan kcnangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhaclap peraturan perLrndang-
.,-^^urruqtrSd,ll ^;^--t.,t-^ -urPvr ruNqll pengendalian al. Ld.5

penyelenggaraan program pemerrntan yang
dilaksanakan berdasarl<an Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

c. bahrva berdasarl<arr l)crtirrrl>arrgan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturarr Menteri Agama tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian In[ern

\'1 erroirro:t

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama;

1. Undang-Undang Nomor 17 'fahun 2003 tenrang
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a286);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia'fahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2OO4 t.ent.ang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republil< Ir-rdonesia Nomor 44OO

4. Peraturan Pemerintah Nornor B Tahun 2006 tentang
Pelanoran Ker:anrran dan Kineria Instansi P,emerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik



5. Peraturan Pemerintah Nonlor 6O -l'ahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Inlcrt-t I)cmerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Terhr-tn 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Ncgara lRepublik Indonesra
Nomor a89O);

6, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang
Pembentukan dan Organisasi Iiementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakl-rir dengan Peraturan
Prestden Nomor 76 Tahun 20I 1 tentang Perubahan
Iicciuai Atars Peraturart PI-csirlctr Notnor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan clilrr ()r-ganrsasr Kementerlan
Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Itementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tlrgas, dan Fungsi Eselon
I I(ementerian Negara scbag'rirTrana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 201O tentang Kedudul<an, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
'r'..-a. A-- F'rrnpsi Eselon 1 KCmenterian Negara;I L]E;d,Jr lld.It I qr16rr urvrvr r

E. lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2OLI tentang
pprr-enA12n Peninokatan iiualitas AkUntabilitasl' 9VlJqLqrr

Keuangan Negara;
g. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 20 1 I tentang

Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Itorupst;

10. Peraturan Menteri Agarl:r Not'tlor lo Tahun 2O I O

tentang organisasi dan Tata lie rja Kementerian Agama

(Berita N"girr Republik Incionesia Tahun 2010 Nomor
ciot\'

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG

PENYELENGGARAANSISTEMPtrNGENDALIANINTERN
PEMERINTAHDILINGKUNGANKEMENTERIAN
AGAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses

inregral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-

.te .cl-Lls oleir pimpina. dan selurul-r pcgar'r'ai untuk memberikan

ker,akrnan memadai atas [ercapainya tujuatr organisasi meialui kegiatan

),ang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan' lpengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan'

N'1er-re tapkar-t



.+

rSisten-t PL-ngendalian Intern pe merintah, 1,;r nr.q st;lir n-jutnya disingkat Splp.rdaluh sistem per-rgendalian inLern .v.rng clrsclenggarakan secaraInenvulr:ruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakanserta pr-r'ercanaarl, penganggaran, da' 1rcral<sanaan anggaran drlingkungan kementerlan.

Pengar'asan Intern adarah seruruh proses r<cgiatan audit, revi.ew,e'aluasr, perrrantauan, dan kegiatan pe.ga\\,asan lain terhadappenl'elenggaraan tugas dan fungsi organrsasi dalam rangka memberikan
ke-r'al<irlarl )'Iallg memadai bahwa l<cgiaL;ur tt:iah dilaksanakan sesuaidengan tolak ukur yang telah ditetapl<an sccara cl-ektif dan efisien unrukkepentingan pimpinan dalam mewujudl<ar-r rata l<elola pemerintah yang
ba ik

Unit Kerja Mandiri adalah unit Eselon I dan Ur-rit pelaksana Teknis (UpT)
)'ang merupakan entitas akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan danunrt akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan sistem akuntansi
instansi.

Peturnjuk Pelaksanaan Penyelenggaraarn sl,lp }<cmenterian adalahpetullJt-tk peiaksanaan atas peraturan menLcri tcntang penyeienggaraan
sPIP, )'a.g rnemuat kebijakan, strategi, n-retodologi penerapan, danpenglntegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintah, untukmemastikan bahwa seluruh unsur splp relah terbangr:n dalamprogram/kegiatan kementerian dalam rangl<a menjamin pencaparan
tujuan ],ang ditetapkan.

\'1cr-rtt-r'l :ldalah nrenteri yang menyelenggar:ll<an uu-usan pemerintahan di
bidang agama.

b

BAB II
TUJUAN

Pasal 2
Dp-''ol Splp rl'i li-cLr171 g26 Kempnfprsll)ctcllggaraarr orrr uI llngKurr6qrr r\urrrurr,-,.,rian Agama bertujuan untuk
mengendalikan dan mendorong para pimpinan unit kerja mandiri dan Unir
Peiaksana Teknis dalam melaksanal<an tugas, fungsinya dan
keu'enanqannya secara efektif, efisien sehingga tercapai lujuan organisasi.

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3
(1) N{enten berwenang melakukan pengendaliarr penyelenggaraan program

pembangunan di bidang agama untuk mencapai pengelolaan keuangan
negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan
Kemen[erian Agama yang dilaksanakan melalui splp .

/n \ r r_-:a



Ur-ri

den
Sr'k

t kcrlat mandiri bertanggung jawab merryclcnggarakan Splp sesuai
gan lir-rgkup tugas dan fungsinya \/ans clikoordinasikan oleh
rctar-ls Jerrderal.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 4

(1) SPIP terdiri atas unsur:
a. Lingl<ungan Pengendalian;

b. Penrlaian Risiko;

c. Kegia[an Pengendaiian, ,

d. Irrformasi dan Komunikasi; dan
e. Pemantauan Pengendalian Intern.

(2) Penerapan unsur SPIP dilaksanakan mcn),atu dan menjadi bagian
:rrtcqrai dari program Iieme nterian Agama.

(3) Iielentuan lebih lanjut mengenai tel<nis penyelenggaraan SPIP
ditetapkan oleh pimpinan unit kerja mandiri.

Pasal 5

Untuk pen,velenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Kementerian Agama
Pusat )'ang diterapkan oleh Menteri dan Saruarr Tugas pada masing-masing
pnit kerra mand;-i .litot^^kan oleh nirnnirrirn I tnit keria mandiri.ur.rL ^!rJ(l r.rct.^ull I JOItE; UILLLAPAaTI UILrI VtrllPlllall ulllL ^vrJq 

rr

Pasal 6

Untuk kelancaraan penyelenggaraan SPIP, Iiementerian Agama
berkoordinasi dengan BPKP seiaku pembina penyelenggaraan SPIP.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

(i ) Prmpirran unit kerja mandiri di linglcungan Kementerian Agama

bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPIP.

(2) Penyelenggaraan SPIP pada unit kerja mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
setahun.

(3) Pimpirran unit kerja mandiri wajib melaporkan hasil penyelenggaraan

SPIP kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal pada setiap awal bulan
Desember.

)-

Pasal 8 ...



Pasal B

i ) D'rl'ii, r.rrrelt. l<cbcrh:rsiran pcnyclc'rgsirr-.1;rrr rSI)rp,
nrel:tkukan pengawasan terhadap per-ryclcr_rgg:lraan
trr r rr ri i '-'I I r({ I r!l I I I

(2) Penga\\'asan sebagaimana dimaksud pada a\,'ar (1), meriputi:
a. audit;
b. revicu';
c. evaluasi;
d. pemantauan; dan
e. kegiatan pengawasan lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PBNUTUP

Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berraku pada tanggar ditetapkan.

{ga r- sc tillp o rarl g n-Ienge tahuinya, memerin [ai-r l<:ir-r pengundangan peratu ranttrr der-:gan penempatannya dalam Berita Negerra Republik Indonesia.

Dit{tapkan di .Jakarta

InspektoraL Jencrcral
SPIP pada unit kerja

p"g\tag88al i5 Desember ZO11

). M4ry\pFaAqAMA RDeuBLTK TNDoNESTA,r'' ll \\/ J ln

I\ \^SIuJir^A/
l\ l\ I €--

SUR]ftDHA,RMA ALI
Diundangkan di Jakarta
pada ranggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RtrPUBLIK INDONESIA.

AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR


